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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penataan dan optimalisasi 

tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu 

melakukan penyesuaian tugas, fungsi, organisasi dan 

tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 40);  

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi 

Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan 

Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

543);  

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi 

Unit Pelaksana Teknis di Bidang Wilayah Sungai di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 663); 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 473); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 

RAKYAT. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 77 diubah sehingga 

Pasal 77 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 77 

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, 

terdiri atas: 

a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional; 

b. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional; 

c. Balai Bahan Jalan; 

d. Balai Jembatan; 

e. Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur; dan 

f. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. 

 

2. Judul Bagian Kelima Bab III diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

  

Bagian Kelima 

Balai Jembatan 
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3. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 113 

(1) Balai Jembatan berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui 

Direktur Pembangunan Jembatan. 

(2) Balai Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala.  

 

4. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 114 

Balai Jembatan mempunyai tugas melaksanakan 

evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan 

khusus dan terowongan, memberikan dukungan 

administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan 

Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan 

layanan advis teknis melalui koordinasi dengan 

Direktorat Pembangunan Jembatan. 

 

5. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 115 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 114, Balai Jembatan menyelenggarakan 

fungsi:  

a. pelaksanaan inspeksi jembatan khusus dan 

terowongan; 

b. pelaksanaan evaluasi teknis dan analis kondisi 

jembatan khusus dan terowongan; 

c. pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi 

potensi bahaya terhadap jembatan khusus dan 

terowongan; 

d. pemberian dukungan administrasi dan dukungan 

teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan 
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Terowongan Jalan; 

e. pemberian layanan advis teknis untuk perencanaan 

teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan; dan 

f. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, 

kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, 

pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, 

penerimaan negara bukan pajak, dan barang milik 

negara. 

 

6. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 116 

Susunan organisasi Balai Jembatan terdiri atas: 

a. Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

7. Judul Bagian Keenam Bab III diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  

 

Bagian Keenam 

Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 

 

8. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 118 

(1) Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 

Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina Teknik 

Jalan dan Jembatan. 

(2) Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur 

dipimpin oleh seorang Kepala. 
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